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Sistem pengorganisasian lembaga daearh  mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah  Daerah Kota/Kabupaten, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana proses pengorganisasian lembaga daerah  di Kabupaten Semarang dan kendala-kendalanya sebagai amanat PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta strategi pengorganisasian lembaga daerah yang berbasisi good governance di Kabupaten Semarang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menjadikan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang sebagai lokus kajian dengan memfokuskan pada 5 (Lima) Dinas (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas DPPKAD, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata) sebagai sampel. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara dan observasi terhadap aparat atau pejabat yang berwenang dalam pengorganisasian  lembaga daearh. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengorganisasian lembaga daerah berbasis good gavernace di Kabupaten Semarang 2011 berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 sudah berjalan dengan baik namun belum optimal masih terdapat kendala-kendala dari aspek Anggaran, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana. Kemudian strategi yang diterapakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang secara mendasar telah sesuai dengan dasar-dasar proses penataan namun dalam proses pelaksanaannya belum dilaksanakan secara mendalam dan  terintegrasi dengan baik sehingga hasilnya belum berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat.
Rekomendasi atau saran yang ditawarkan peneliti hendaknya dalam Proses pengorganisasin lembaga daerah (OPD) berbasis good gavenance perlu dilakukan penataan kelembagaan sesuai dengan yang digariskan oleh PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian persoalan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi yang kerap terjadi di berbagai SKPD, perlu segera diatasi dengan penguatan fungsi koordinatif dari Sekretariat Daerah terutama pada hubungan koordinatif secara horizontal dengan sistem rotasi institusi pelaksanaan. Mengingat ketiga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi memiliki keterkaitan yang erat antara yang satu dengan lainnya, maka titik sentral dalam menjembatani terlaksananya ketiga prinsip tersebut adalah penciptaan budaya kerja yang mendukung. Dalam konteks ini, tahap yang paling awal adalah penggunaan teknologi informasi sebagai basis pendukung organisasi pemerintahan dan secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya dan berdasarkan peraturan perundangan yang bersangkutan. 

